
BUPATI MUSI RAIIIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 6 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEOARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa pemberian tambalran penghasilan merupakan
Balah satu bentuk penghargaaa kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang memiliki dasar hukum, pedomal,

kdteria dan indikator penilaian yang terukur dan
seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi,

kinerja, dan kesejahteraan ASN di Lingkungaa

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Paeal 58 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenta.Irg

Pengelola,ar Keuangal Daerah mengamanatkan

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur
Sipil Negara di daerah 6i16t.fkar dengan peraturan

Kepala Daeral: dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum Kesatu

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449

Taltun 2019 tentang Tata Cara Persehjuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan pegawai

Apalatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,

mengamanatkan Pemerinta_h Daerah menetapkan
pemerial tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan

Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan

tertulis Menteri;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian

Tambahal Penghasilan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Daera.l. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undalg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik tndonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta-ng

Pemerintahan Daerah (Ifmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tarr,ba}rein L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubalan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

3.

6.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

11. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Rcforrnasi Birokrasi Nornrjr 34 Tallur) 2011 LerrtaDg

Pedoman Evaluasi Jabatan;

13. Peraturan Meneteri Daiam Negeri Nomor 35 Tahun 2Ol2

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 483);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3O Tahun 2O13 tentang

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Peme.intah (Berita Negara Republik Indonesia ?ahun

2013 Nomor 1636);

a.

9.
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15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4l Tahun 2018 tentang
Nomenkl,atur Jabatan pelaksana bag ASN di
Lingkungan Instansi Femerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449
Tahun 2019 tentsng Tata Cara persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan penghasilan ASN di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2016 t€ntang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor lO).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASII,AN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI

RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah lGbupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
peLaksanaan urusan pemerintahan yalrg menjadi
kewenaagan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerint€]r IGbupaten Musi Rawas.

5. Aparatur Sipil Negara yang selarjutrrya disingkat
ASN adalah ASN di Kabupaten Musi Rawas.

P;IRAF KOORDINASI
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6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP adalah Tambahan penghasilan yang

diberikaa kepada ASN di Lingkungan pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

7. Capaian Kerja Pegawai yang selaljutnya disinekat
CKP adalah hasil keg'a individu sesuai dengan

aktivitas harian ASN yang telah divalidasi oleh atasan
langsungnya.

8. Jabatan adalah kedudukan ysng menunjukan tugas,

kewajiban, tanggungiawab, wewenang dan hak
seorang ASN.

9. Kelas Jabatar adalah tingkatan jabatan struktural
maupun jabatan fungsional dalarn suatu organisasi
yang digunakaa sebagai dasar pemberian tunjangan.

10. Basic Tambahan Penghasilan pegawai adalah nil,ai

rupiah yang diberikan untuk B€tiap kel,as jabatan
yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan yang berl"aku.

11. Evaluasi Jabatar adalah suatu proses untuk mcnilai
suatu jabatan sccara sistematis dengan

menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai

faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan

untuk menentukaa nilai jabatan dan kelas jabatan.

12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN

dalarn satu bulan yang disahksn oleh pejabat yang

berwenaag.

13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang

menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya
hasil program da-n hasil kegiatan.

14. lndikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
yang menggambarkal kineda utama organisasi
sesuai denga-n tugas fungsi serta mandat (oor"

business) yang diemban.

P R F KOORDINASI
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15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran

keberhasilan yang menggambarkan kineda pegawai

berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai

tanggung jawab yang diberikan.

Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai

dengan target yang ditetapkan dalam indikator

kinerja.

Cuti Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang

diberikan kepada ASN yang telah beke{a sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus,

karena alasan pribadi yang penting dan mendesak

sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka

waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN

yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan

ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN

yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari

dengan jangka waltu paling lama i (satu) tahun darr

dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat

Daerah,

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Musi Rawas yang bertindal<

dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

16.

17.

14.

19.

20.
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23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian
kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD,

penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan

APBD, Pengclolaan Kas, penatausahaan keuangan

daerah, akuntansi daerah,
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, pembinaan

dan pengawasan pengeloLaan keuangan daerah serta
pcngelolaan keuangan daerah serta pengelolaan

barang milik daerah.

Pasal 2

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten s€lain

diberikan penghasilan sesuai ketentuan peratu.an
perundanS-undangal, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Passl 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebegai

berikut :

a. kepastian hukum dimaksudkaa bahwa pemberian

TPP mengut makan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutsn, dan keadilan.

b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat
dipertarggungiawabkan kepada masyarakat Besuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. proposional dimaksud premberian TPP

mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajibar pegawai;

d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP

scsuai dengan t rget atau tujusl dengan tepat walfir
sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

e. keadilan dan kesetaraan dirnaksud bahwa pemberian

TPP harus mencenninkan rasa keadilan dan
kesamaar untuk mempemleh kesempatan al<an

fungsi dan peran s€bagai ASN;
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kesejatera,an dimakeud bahwa pemberian Tpp
diarahkan untuk menjamin kesejateraan ASN; dan
optimalisasi dimaksud bahwa premberian TPP sebagai

hasil optimalisaei pagu angaran belanja Pemerintsh

Kabupaten.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan
berdasarkan kriteria :

a. beban kerja;

b. prestasi kerja;

c. kondisi kerja;

d. kelangkaan profesi; dan

e. pertimbangat objcktif lainnya.

pasal S

TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan
huruf b diberikan dengan ketentuan:

a. pembayaran TPP berdasarkan Beban kerja dan
Prestasi Kerja sesuai dengan baeic TPP;

b. TPP berdaearkan Beban Ke{a diberikan kepada ASN

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada

ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan

bidang keahliannnya dan diakui oleh pimpinan

diatasnya;

d. besaran TPP berdasarkan B€ban Kerja sebesar 4oyo

(empat puluh persen) dari besaran basic TPP;

e. besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 6oyo

(enam puluh persen) dari besaran Basic TPP; dan

PAR,1I' KOORDINASI
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besafan alokasi TPP berdasarkan Beban Keda dan

Pr€stasi Kerja dihitung dengan menggunakan Rumus;

A TPPBKPK Kabupaten - ge/o'lB TPP Kab) + (6@/0*9

TPP Kab).

Keterangan :

A TPPBKPK Alokasi TPP berdasarkan Beban

Kerja dan Prestasi Kerja

Kabupaten

B TPP
Xabupaten

Basic TPP

Pasal 6

TPP berdasalkan Kondisi Kerja s€t agirnana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:

a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan

kepada ASN yang melaksanakan tugas dan

tanggungiawab memiliki resiko tinggi seperti

berkaitan langsung dengan penyakit menular,

keselamatan kerja, beresiko dengan aparat

pemeriksa dan aparat hukum, pekerjaan yang satu

tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya dan

pkedaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di
dukung oleh jabatan struktural diba*rahnya;

alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah l0%
(sepuluh persen) dari basic TPP; dan

besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi kcrja
dihitung dengan menggunakan Rumus sebagi

berikut :

TPPKK=(10o/o'BTPP)

b.

c.

PARM

MBlcsuxw 
| &{.

Keterangan :

A TPPKK Alokasi TPP berdasrkan NondiBi

Keia lqbupaten
B TPP Basic TPP Kabupaten
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Pasal 7

TPP berdasarksr Kelangkaan Profesi sebagaimana

dimaksud dal,am Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:

a. diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas

pada kdteria pekerjaan khusus atau kualifikasi
pegawai sangat eedikit/hampir tidak ada yang bisa

memenuhi pekerjaaa dimaksud;

b. dibcrikan kepada ASN yalg mel,aksanakan tugae

pada jabatan pimpinan t€rtinggi di pemerintah

Kabupaten;

c. besaran alokssi TPP bcrdasarkan Kelangkaan Profesi

dihitung adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari
ba8ic TPP; darr

d. besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

dihitung dengan menggunakan Rumus sebagi

berikut :

TPPKI(=(10%*BTPP)

Keterangan :

A TPPKP Alokasi TPP berdaearkan

Kelangkaan Proiesi Kabupat€n

B TPP Basic TPP Kabupaten

Pasal 8

?PP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e dengan

ketentuan :

a. diberikan kepada pegawai ASN sepanjang

diamanatkai olch pcraturan pcrundang-ufldangan;

b. TPP berdaserkan pertimbangan obektif lainnya dapat

diberikan s€panjang belum diwadahi pada TPP

bcrdasarkan beba-n kerja, prestaei kerja, kondisi

kerja dan kelangkaan profesi; dan

c. alokasi TPP berdaearkan Pertimbangan objektif
lainnya dibayarkan sesuai kemampuan keuangan

daerah dan karakteristik daerah-
P,.!I{.,1,F I(OORDINASI



Pasal 9

(1) TPP tidak dibcril€n kepada ASN, sebagai berikut :

a. ASN yang nyata-nyats tidak mempunyai

tugas/jabatsn/p€kerjaan tertentu pada perangkat

daerah;

b. ASN yang diberhentikan sementara atau

dinonaktilkan;

c. ASN yang diperbaatukan/dipekerjakan pada

instsnsi/lembaga negara dan/atau lembaga

lainnya di luar pemerintah Kabupaten;

d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan

negara atau dalam beban tugaa untuk
menjalankan masa persiapan pensiun;

e. ASN yang diangkat menjadi Kcpala desa;

f. ASN guru, pengawas dan penilik yang telah

mendapatkan tunjangan sertifi kasi;

g. ASN dengan Capaian Kerja Pegawai dibawah 20olo

(dua puluh persen);

h. ASN sedang melaksanakan tugas belajar;

i. ASN sedang menjalankan Cuti Besar dan Cuti
Melahirkan; dan

j. ASN yang sedang menjalankan cuti sakit lebih

dari 14 (empat belas) hari keda.

(2)TPP bagi ASN diberikan dengsn ketentuan sebagai

berikut:

wajib menyampaikan Iaporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perangkat Daerah tempat ASN bertugas wajib

menyampaikan Laporan Barang Milik Da€rah
(LBMD) secara berkala;

b.
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bagi ASN yang menghilargkan barang milik
daerah wajib menyelesaikan Tuntutan
Perbendaharaan dan Ttrntutan Ganti Kerugian

(TFIGR) sesuai ketcnhran Peraturan perundang-

undangan; dajr

TPP bagi ASN yang mutasi ke Pemerintah

Kabupaten diberikan kepada ya.Irg bersangkutan

setelah I (satu) tahun terhitung mulai tanggal

surat keterangan penghentian pembayaral (SKPP)

diterbitkan dari instsnsi asat dan/atau telah

melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan

Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB W

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 10

(1) Tim Pelaksana TPP ASN diketuai oleh Ketua

Sekrctaris Daerah dengan anggota sekurang-

kurangnya terdiri dari unsur perang*at daerah yang

membidaogi, antara lain ;

a. Pcngelolaan keuangan daerah bertugas

mel,akukan perhitungan terkait penganggaran

TPP ASN;

Orgnisasi bertugas untuk melakukan
perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah

daerah serta mengidentilikasi jabatan-jabatan

yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi

kerja, kondisi keda, kelangkaan profesi dan/atau
pertimbangan objektif lainnya;

Kelrcgawaian bertugas untuk melakukan
perhitungan pemangku jabatan bcrdasarkan

masing-masing jabatani

Hukum menyusun Peraturan Bupati TPP ASN

sesuai dengan ketentuan Petaturan Perundang-

Undangan;

d.

c.

b.

d.
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(1)

e. Perencanaan bertugas untuk memastikan

penganggaran t€rkait TPP; dan

f. Pengawas bertugas untuk melakukan
pengawasan pelaksanaaa TPP ASN sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-Undanga!.

(2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 1 1

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada

parameter sebagi berikut :

a. Kelas Jabatan;

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;

c. Indeks Kemaha.lan Kontruksi; dan

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan oleh

Pemerintah Kbupaten diperoleh menggunakan

rumus :

(Besaran Ttrnjangan Kineda BPK per kelas jabatan

sesuai ketentuar Peraturan Perundang-Undangan )

x (indeks kapasitas Iiskal daerah) x (indeks

kemahalan kontruksi) x (indeks pre nyelenggaraan

Pemerintah Daerah);

Perhitungan besaran tertinggi TPP ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan

kemampuan keuangal daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peratural Bupati Ini.

PARAF I(OORDINASI
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BAB \/I
PENII.AIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 12

(l) Peubayaran TPP ASN setiap bu.tan dinilai
berdasarkan Produktivitas ke{a dan disiplin kerja.

(2) Pembayaran TPP bagi ASN Gum/Pengawas/Penilik

dibayarkan secara fumpsum

(3) Fembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibayar berdasarkan pada :

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 6Oolo (enam

puluh persen) dari besaran TPP ASN yang

diterima ASN; dan

b. penilaian disiplin kerja sebesar 4O7o (empa.t

puluh persen) dari TPP ASN yang diterima ASN.

(4) Penilaian ftoduktivitas Kerja dilakukan
berdasarkel :

a. pelaksanaan tugas: dan/atau
b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil

pelaksana tugas ASN yang dipimpinnya.

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a antara Lain :

a. uraian tugas jabatan;

b. indikator kerja utama;

c. perjaqiian kinerjai atau

d. indikator kinerja individu.
(6) Fenctapan pelaksanaan tugas sasaran dan targct

kinerja individu pada awal tahun anggaran palinS

lambat akhir bular Januari setiap tahunnya.
(7) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan

rekapitul,asi pengisian daftar kehadiran elektronik
ASN, pada saat masuk kerja dan pada saat pulang

kerja,
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Pasal 13

PeLaksanaan penglsian daftar kehadiran elektronik ASN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diakui
1 (satu) jam s€belum ketentuan jam masuk kerja dan 2

(dua) i.m s6t€1ah lctentuan jarn pulanS kerja.

Bagiarr Kedua

Produldivitas Kerja

Pasal 14

(l) Produktivitas ke{a sebagaimana dimaksud dalam

Pasd 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan

capaian indikator kineda proses dan dikategorikan

sebagai berikut;

a, di atas 75% kategori Baik, dibayar looo/oi

b, di atas 6O% sampai dengan 757o kategpri Sedang,

dibayar 75%;

c. di atas 40% sampai dengan 6oplo kategori Cukup,

dibayar 5oolo; dan

d. di atas 20016 sampai dengan 40olo kategori Kurang,

dibayar 25%.

(2) Capaian indikator kinerja proses sebageimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem

atau aplikasi setiap hari setelah lJerathirjam kefa.
(3) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) divalidasi oleh atasan

langsung.

(4) Indikator kinerja proses sebagaimana dimakeud pada

ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan

langsung s€cara berjenjang sesuai dengan

jabatannya untuk mencapai kinerja out put/ aut @ne.

(5) Ketentuan Validasi oleh atasan langsung

sebagairnana dimatsud pada ayat (2) dikecualikan

bagi Capaian Kinerja Individu Sekretaris Daerah.

PAMF I(OORDINASI
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Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 15

(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator

kehadiran ASN, meliputi:

a. terlambat masuk kerja;

b. pulang seb€lum wakh:nya; dan

c. tidak masuk kerja.

(2) Dalam m€lakukan penghitungan Tingkat Kehadiran

ASN diatur sebagai berikut :

a. bagi ASN yang melaksanakan dinas luar
dibuktikan dcnga, surat tugas darr dihitung

sebagai masuk kerja;

b. bagi ASN yang sakit diberlakukan pengrrangan

TPP dari tingkat disiplin kerja sebesar 2,506 (dua

setengah persen) setelah hari ke 3 (tiga) serta

dibuttikan dengan surat keterangan sakit dari

dolrter; dan

c. bagi ASN sakit kurang dari 4 (empat) hari ketja,

dihitung sebagai masuk kerja.

(3) Dalam hal ASN izin tidak masuk kerja

dipeihitungkan sebagai pengwangan hak cuti
tahunan, dsn spabila izin tel,ah melampaui hak cuti

talunan ASN diperhitungkan sebagai tidak masuk

kerja.

(4)Penghitungan tingkat kehadiran sebageimana

dimaksud pada ayat (1) berbasis elaktronik
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah,

(5) Bagi ASN Guru/Pengawas/Penilik ketentuan jan
kerja mengikuti ketentuar jarn keia pada satuan

Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan

IGbupaten.



(6) Bagi ASN Dokter Spesialis, Doker Umum/Gigi,
Penata Anastesi dan Perawat Anastesi ketentuan jam

kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada Rumah

Sskit darr Puskesmas di Lingkungan Pemcrintah

Kabupatcn.

Pasal 16

Pelaksanaan sistem penilaian e-kinerja dan
penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) akan
dibedakukan paling Lambat 3 (tiga) bulan set€lah

Peraturan Bupatj ini diundangkan.

Pasal 17

(1) Pcnghitungan Tingkat kehadiran dilakukan dengan

rumus aesuai dengan indikator, sebagai berikut :

a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan,

maka diberikan pengurangan tambahan

penghasilan;

l. Sebesar 3olo (tiga persen) untuk tiap 1 (satu)

hari tidat masuk kerja; dan

2. Paling banyak sebesar 1O07o (seratus persen)

untuk tiap f (satu) bulan tidak masuk kerja.

b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan
berjalan, maLa diberikan pengurangan tambahan

penghasilan sebagai berikut:

KeterLamabat
ffLt

lama
Keterlarnbatan

Perscntase
Peneurangan

TLl 5 mcnit s.d 30
menit

o,1vo

rL2 31 menit s.d 60
menit

Lo/o

TL3 61 menit s.d 90
menit

I,25P/o

TL4 9l menit dan atau
tidak mengisi

daftar hadir masuk
kerja

1,50/o

PAII,AF IiOORDINASI



ASN yang pulang kerja sebelum waktunya peda

bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan
pcnghasilan sebagai berikut:

Pulang
Sebelum

Wakhrnya
(Pswl

Lama meninggalkan
pekerjaan sebelum

wakturrya

Persentase
Pengurangan

PSiW I 1 m€dt s.d 30 menit O.5o/o
PSW 2 31 menit s.d 60 menit tE"
PSW 3 61 menit s.d 9O menit l -2so/o
PSW 4 9l menit dan atau

tidak mengisi daftar
hadir Dulans kantor

't ,.5504

Pasal 18

Dal"'" hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian

daftar hadir elektrcnik dikarena-kal kerusakan peralatan

J.ang menyebabkan sidik jari atau identitas lain ASN

tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat
peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilsl$kan
secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan

yarg ditandatangani oleh Kepala perangkat Daerah yang

tembuaannya disampa.ikan ke Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling

lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Pasal 19

(l) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar
kantor yang menycbabkan tidak mengisi daltar
hadir secara elektronik da[/atau manual pada jam

masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan
pengurangar Tingkat Kehadiran.

c.

o



o

(2) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan

tugas kedinasan berdassikan pengaturan shif jam

kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan

tidak mengisi daftqr hadir secaia elektt'orik,

keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat

Keterangan dari atasan langsungnya.

(3) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan

tidak dikenakan pcngurangan tingkat kehadiran.

(4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) darl ayat (3) harus

dinyatakan dengan Surat Perintsh Tugas atau

Surat Keterangan Melaksanakan T\rgas Kedinasan,

Pasal 20

ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari
jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang

berwajib, apabilia berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dinyatakan bahwa ASN yang bers$rgkutan tidak

bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan

oleh aparat pcnegak hukum dinyatakan kurang bulfti
sehingga diterbitkan Surat Perintah Pcnghentian

Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun

kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan

berikutnya setelah diterbitkan sufat perintah

Melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

masing-masing Perangkat Daerah.

I t,^,ILIF IOORDINASI
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(21

(3)

(4)

(s)

Pasal 22

TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekeli

sclambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya sesuai Daftar RekapituLasi

Pembayaran TPP sebagEimana tercantum dal,an

Lampiran II Peratursn Bupati ini,

Daftar Rekapitulasi Pembayaran TPP sebagaimana

dimaksud pada ayat (f) disampaiksn ke Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-

lambatnya ta,J:g$al 7 (tujuh) bulan berikutnya

dilampiri surat pernyataan taaggung jawab muflak

dari Kepala Perangkat Daerah.

Dalam hal tanqgal 7 (tqjuh) sebagimana dimaksud

pada ayat (2) bertepatan pada heri libur, maka

penyampaian daftar Rekalitulasi Penerimaan

dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam L€mpirarr IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Khusus TPP pada bulan Des€mber dibayarkan

paling lambat tanggal 31 Desemb€r tatlun berjalan.

Pasal 23

(1) TPP diberikan mulai bulal Jaluari 2O2O.

(2) Sebelum diberlakukamya aplileBi atau sistem

sebagaimarta dimaksud dalam Pasal L6,

rekapitulasi capaian ke{a pegawai tetap

menggunakan formulir capaian kinerja Peganai

sebagaimana tercantum datam Lampiran UI

Peraturan Bupati ini.

; , ARAS I(OORDINASIi.--rzl



(1)

(21

(3)

(4)

Pasal 24

Pembaya.ran TPP wajib dilaln*an dengan

mekaniame pembayaran Non Tunai.

Dalam rangka memudahkan proacs transfer, maka

Pembayaran Non T\rnai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Rekening

gaji ASN atau rekening Bank lainnya sesuai denga-n

Peraturar Perundarg-Undangan,

Penatausahaan dan pertsnggungiawaban TPP

dilaksanakan scsuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 yang dihitung berdasa.rkan Peraturan

Perundang-Undangan,

Pasal 25

ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada

Pemerintah Kabupaten dibedkan TPP ASN dengan

besaran sesuai instansi asalnya.

Pasal 26

Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung

yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima

TPP ASN eeeuai keLas jabatan defenitifnya.

Pasal 27

ASN di lingkurgan Pemerint h Kabupaten selain

mendapatkan TPP dapat juga diberikan honorarium

dengan ketentuar s€bagai berikut:



a. honorarium yang dapat dibayarkan selama 12 (dua

belas) bulan meliputi honorarium ss$e8ai

Narasumber, Pengguna Anggarar/Kuasa Pengguna

Anggaran, Pejabat Penata.usahaan Keuangan/

Pejabat Penatausaha,an Keuangan Pembantu,

Pejabat Pembuat Kominten, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bendahara Pengeluamn/Bcndahara Pengeluaran

Fembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf

pengelola keuangan, pengurus barang, Tim/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat pengadaan

barang/jasa, Tim po\ia pengadaan baraag/jasa, Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Analisis

Standar Belanja (ASB), Tim Standar Harga Barang

Jasa (SHBJ), Tim pengelola aplikasi, Tim Koordinasi

Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Perdata dan

Tata Usalta Negara, Honorarium dari Perangkat

Daerah lain karena tugas dan fungsinya sebagai

kearBgotaa[ Tim dan honorarium yang bersumber

dari APBN/APBD Prov/BLUD;

aplikasi sebagaimana dimaksud huruf a merupal<an

aptkasi ya-ng pengelolaan darr pendanaanya

dilaksanakan secara penuh oleh Perangkat Daerah

dan berfi:ngsi sebagai peLayanan serta bukan

Eerupakart rreDslte Perangkat Daerah;

Perangkat Daerah dapat menganggarkan

honorarium tim pelaksana kegiatan maksimal

seLama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan melalui

reputusfi Bupati dengan keanggotaannya

melibatkan beberapa Perangkat Daerah; dan

honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana

dimaksud huruf c hanya b€rlaku untuk 1 (satu) Tim

p€r Perangkat Daerah.

c.

PAMI)E3ORD1NASI
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(1)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, maka

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Muai Rawas dan Peraturan Bupati Nomor

11 Tahun 2017 tentang Tunjangan Khusus Aparat

Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semua ketentuan pelaksanaan terkait pcmberian

tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten selama tidak M€ntangan dengan

Pcraturan Bupati ini dinyatakan tetap bcrlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuinya, memerintahkan

pengundangian Peraturan Bupati ini dengan

pe empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten MuBi

Rawaa.

Ditetapkan di Mu4ra Beliti
b \tha/{' t 2g2n
RAWAS,

(21

o

NAUTAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanS8sl to Tehruari 2O2O

SEKRSTARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAII/AS TAHUN 2O2O NOMOR.{

23
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I.IIMPIRAN IU PERATT,RAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : TAI{UN 2O2O
TEIITANG PEMEBEMAN TAMBA}IAN
PENGTIASIIAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI UNGKUNGAN
PEMERINTAH KABTJPATEN MUSI
RAWAS

CAPAIAN I{INER.'A PEGAWAI
PADA IERANGKAT DAERAH......

I{AITA

JAAATAN
BI,IAN

No
Uraiet

t&gietan
Setuan

Kuandted ItnSkat
Kuditet
K.giataa

t96t

Kodc
Butit

f..gnrbn

rtndi.
Kndit K.t

Tergct R.slirari

T1IOAS IJTAi'A
I
2

3

4

5

6 DrL

TUOAS TAT'BAI{AX
1

D.t
JUi'I,.H

RATA.MTA

CAPAT N XrnER.rA PEOAW I (Cl(Pl

Fardhiefl fircrja
Tergggl :

FcgrId YanS DlDtlai FCiabet Fcstlei

NAMA
NIP.

NAIIA
t{tF.

PARAT XOORDI&{SI

nBrc iulull



IAMPIRAN IV PERATUMN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : E Tfin-JN 2O2O
TENTANG PEMEBERIAN TAMBAI.IAN
PENGITASII,AN APARATUR SIPL
NEGARA DI IINGKI.INGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI
RAII/AS

KOP PERANGKAT DAERAH

STJRAT PERNYATAAN TANGCTJNG JAWAB MUTI.A,K
NOMOR :

Saya yans bcitarrda tangatt dibawah i,r :
Nama
NIP
Pargkat/col
Jabatan
Ulit Organisasi:

Sa)ra lE€njamin kebenaran dan bertaagguDg jax,ab atas hFril rekapitutaai
kehadtan dan penilaian Capain Kinerja Pegawai pada bulan ,.,...,.. Tahun
di ......tunit/Petargkat Dacrah)...,......,... Kabupatsn Musi Rawa8.

Apabila dikemudiaa hari diteEukaa adanya pemalsuaa datq yang tidak bsrar,
Eata saya Biap bertanggun$awab dan diberi saaksi scauai ketartuar peratur.an
perundang-undangan 8ertq aka! EeageEbalikan kclcbiha! peiabayaran
TaEbahan Penghasilan a*ibat pemalsuarr data tcracbut.

Muara Beliti,

Perangkat Daerah

(.....................................)
Pangkat
MP.

RAWAS,

fepala

f"-*- I
b.= I

eaMF roonuN,rst i

GTJNAWAN


